Nomor SOP P-164/DINSOS/LINJAMSOS/000.9.3.3/08/2025
Tanggal Pembuatan 13 Agustus 2025
Tanggal Ravisi
Tanggal Efektif 13 A A

Disahkan Oleh . m....]l .

DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN :
JAMINAN SOSIAL
| Nama SOP Layanan srfaan Jaminan Kesehatan
MNasional

Dasar Hukum

Kriteria Sasaran

. Undang-Undang Momor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Soaial Nasional

| 1. Penduduk _k_abu;s@n_ﬁua Fﬁéﬂanagam yang
tidak mamiliki Jaminan Kaesehatan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah
4, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pregiden Nemor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan;
5. Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program  Jaminan
Kesehatan (JKN)
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2025
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Bupatl Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;
Pihak-Pihak Yang Terkait Dokumen Pendukung
1. Pewsgas Pusat  Kesejahleraan  Sosial {Puskesos) | 1. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Desa'felurahan Kabupaten Kutal Kartanegara
2. Pemerintah Desa/Melurahan setempat 2. Sural Pengantar Desa / Kelurahan
3. Tenaga Kesejahlteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masing- | 3. Surat Keterangan Rawal Inap / Rujukan
masing Kecamatan Puskesmas [ Buku KIA Jika Ibu Hamil
4. Bidang Pemberdayaan Sosial 4. Surat Permohonan dan Pemyataan bersedia
5. Dines Keacheten di rewat di kelas 1l
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Surat Pemyataan (bagi yang pindah dari BFJS
7. Bpis Kesehatan mandiri ke PB BP PEMDA)

Peringatan

Pancatatan dan Pendataan I

Kelengkapan berkas menentukan kelayakan pendaflaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) BP Pemda

Disimpan sebagai bahan bukti Pendaftran dan |
paralihan segrmen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BP PEMDA

~ Pelaksana Baku Mutu |
No Uraian Kegiatan Desa/ | Putugas | Kabid BPJS Keterangan
Pamohin Kelurahan Loket Linjameos | Kesohatan Kelengkapan Waktu Out put I
1 | Pemohon mendatangl Desa / KTP KK Surat Keterangan Keiengkapan | Permohonan
Kelurahan dengan membawa i Opname | Sural Keteranan Berkas disampaikan
Parsyaratan I Rujubken / Buku KIA bagi Ibu Pemohon | Sefiap harl karja
Hamil |
2 | Desa / Kelurahan Mendaftarkan Berkas Scan di daftarkan di | 1 hari | Kelangkapan
maialid Link yang sudah di | Link e kerja Barkas
sadiakan I [eftpe R piavarmodebAF QoS g dat Pamohon
3 | Jika Terjadi Gangguan di Desa | gr KK Irmguat KEimnlpn Kelengkapan
Kelurahan Maka berkas di di name rat Keteranan Barkas
bawa ke Lokel Layesnan JKN . Rujukan / Buku KIA Jika Pemaohon
oleh pemohon Hamil, Surat Pengantar Desa
{ Kelurshan Permohonan dan
l Pemystsan
4 | Petugas Lokst Laysnan JKN Spreadsheets Pengecekn Dilnkukan setiap
melakukan pengecekan pada — Kelangkapan har| karja
Link yang ada Berkas
Pemohon
5 | Data Pamohon di input melalul Aplikasi Edabu, § Menit / | Penginputan
Edabu dan di approval oleh — arang berkas
Kabid Linjamsos pamahon
6 |Berkas lidak valid akan di | \ Surst Rekomendssi | 5 Menit / | Penginputan
buatkan Rekomendas! dan di arang borkas
tanda tanganl oleh Kabid pemiohon
Linfjamsos danfatau Pejabal | —_ =
Struktural Dinas Sosial lainnya || \
7 |Berkas Selesai AKTIF BP | Pandawa dan Mobile JKN Aliif BP PEMDA |
PEMDA .
|




Nomaor SOP P-002/ DINSOS/REHSOS/000.9.3.3101/2025 |
Tanggal Pambuatan 03 Januari 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan Olah
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK N Py ol
KEKERASAMN Nama SOP Penyediaan Alat Bantu Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
Dasar Hukum Kriteria Sasaran
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang | 1. Penyandang Disabiiitas
Kesejahteraan Sosial, a. Penduduk Kabupaten Kutal Kartanegara
2. Undang-Undang Rl Nomor 23 Tshun 2014 tentang b, Mengalami disabilitas fisik, disabilitas
Pemerintahan Daerah; sensorik

—

oo h

Peraturan Menten Sosial Nomot 7 Tahun 2017 tentang
Standar Habitasi dan Rehabilitasi Sosial begi Penyandang
Disabilitas;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tenlang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;

Peraturan Menter Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Sosial Momor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Soslal;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulai Kartanegara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Bupatl Kutal Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
lentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Pihak-Pihak Yang Terkait

Petugas Pusal  Kesejahteraan
Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara

Sosial  (Puskesos)

c. Bukan berstatus ASN, TNI, POLRI dan atau
anggota keluarganya alau penerima
Pensiunan

d. Tidak mampu secara ekonomi

Lanjut Usia
a. Penduduk Kabupalen Kutai Kartanegara
berusia 60 tahun keatas

b. Secara ekonomi tidak mampu dan tidak
daepat beraktifitas secara produktil

Bukan penerima tunjangan Pensiun atau
anggola keluarga dari penerima tunjangan
pensiun

G

Dokumen Pendukung

1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutai
Kartanegara

Foto seluruh badan calon penerima bantuan
dan tampak depan kondisi rumahnya

3 Permohonan banluan alat bantu oleh

'

Migran Korban Tindak Kekerasan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
4, Hasil azsesmen oleh Pelugas Dinas Sosial
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Hasil asesmen menentukan kelayakan dan jenis alat bantu
aksesibilitas yang akan diberikan.

Digimpan sebagai bahan bukdi dukung penerapan
SPM.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEDIAAN ALAT BANTU AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

TAHUN 2025
_Pelaksana . Baku Mutu
Stal
Uraian Kegiatan Desa / Puskesos | Kabid | Kepala Keterangan
Kelurahan = B<i%"0 | /TKSK | Rehsos | Dinas Kelengkapan Waktu Out put
Permohonan  oleh  Penyandang Parmohonan, KTP/KK, Burat Permahonan
disabiiites dan Lanjt usia melalul Folo seluruh badan, poarmohanan disampaikan
Pemerintah DesaMelurahan kepada - kondisi rumah tompak sepanjang lahun
Dinas Sosial. | dopan
Disposisi dari Kepala Dinas Sosial : } | Akun Srkandi Kepala | 1 harikena  Disposisi pada
kepada Kabid Rehsos untuk menindak \ Dinas akun Srikandi
tanjutl permohonan sesual ketantuan, i
Staf Bidang Rehsos menyampakan V Data excel Data Kebutuhan | Analisa data
hasdl  Analisa  data  kebutuhan \ alat bantu | dilakukan
panyandang disabilitas kepada Kabid : . aksasibilias sepanjang tahun
Rehaos. i
L
Kabid Rehsos memerintahkan Staf | i Akun Srikandl Kepals | 1 harikens | Disposisi pada
Bidang Rehsos wuntuk melakukan I P Bidang nkun Srikandi
ESesITien : i
Staf Rehsos melaksanakan asesmen | Formilir asesmen 1jam /orang  Laporan  hasil
kabutuhan dibantu oleh Puskesos dan ' _ asesmen
TKSK i ’
Melaporkan hasall asesmen kopada H Ticlak ¥ Lapornn hesil sssamen | 2 han sotelah =~ Data pilah
Kabid Rehsos wuntuk pengambilan LR Ayl = sy Pl asesmen ketayakan
Keputusan penanma
| bantuan
Penetapan Penenma Bantuan Alat Draft SK Kepala Dinas | 10 manit SK Kepala Dinas
Bantu Aksesibilitas oloh Kepala Dinos . basarta lnmpiran
Permyaluran  Alat Bantu Aksesibilitas Formulir BAST dan Foto Ponysliran
kepada penyandang disabilitas dan - 'r Pakta Integritas dokumentas, dilskukan dislamat
fanjut usia. BAST, Pakta | penorima bantusn




Nemar SOP P-004/DINSOS/REHSOS/000.9.3.3/01/2025
Tanggal Pembuatan | 6 Januar 2025
Tanggal Revisi - A
Tanggal Efektif 6 Janyan20 /
Disahkan Oleh = osial,
DINAS SOSIAL / _"r?
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - S
! 3 DINAS SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN N 2 7 diman
PENANGANAN WARGA NEGARA W 031013
MIGRAN KORBAN TINDAK i Iy T A\ R—
KEKERASAN Nama SOP Pam I an Permakanan bagi Lanjut
Usia, Penyandang Disabilitas dan Anak
Tarlantar
Dasar Hukum Kriteria Sasaran
1. Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 fentang | 1. Penduduk Kabupalen Kutai Kartanegara,
Kesajahteraan Sosial, bukan berstatus sebagai Pensiunan
2. Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang | 2. Tidak ada keluarga yang mengurus kebutuhan
Pemarintahan Daerah, hidupnya sehari-hari atau ada keluarga yang
3. Peraturan Menteri Sosial Nomot 7 Tahun 2017 tentang mengurus namun dalam keadaan tidak

Standar Habllasi dan Rehabilitasi Soslal bagi Penyandang
Disabilitas;

Peraturan Menteri Sosial Momor 5 Tehun 2018 (entang
Standar Nasional Rehabilitasi Sesial Lanjul Usia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Slandar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupatan/Kola;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13
Tahun 2016 tenlang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
lentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serla Tala Kerja Dinas Sosial;

mampu
3. Bukan penerma bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH) dan atau Program Sembako
dari Kementerian Sosial
4, Dalam kondisi Lanjut Usia dengan kriteria
a. Berusla sekurang-kurangnya B0 tahun
b. Tidak mampu mengurus din sendin atau
mampu mengurus diri sendin  dengan
dibantu orang lain
5. Dalam kondisi Penyandang Disabilitas dengan
kriteria
a. Tidak mampu mengurus dirl sendir atau
mampu mengurus din sendii dengan
dibantu orang lain
b. Aktifitas  sehari-hari
bantuan orang fain
6. Dalam kondisi Anak Teslantar dengan kriteria
a. Berusia setinggi tingginya 18 tahun
b. Tidak memiliki orangtua lengkap dan

membutuhkan

p— dalam kondisi miskin
Pihak-Pihak Yang Terkait Dokumen Pendukung [
1. Petugas Pusal Kesejahteraan Soslal  (Puskesos) | 1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutai |
Desa/Kelurahan Kartanegara
Pemerintah Desa/Kelurahan selempal 2. Folo seluruh badan calon penerima bantuan

&

Tenaga Kesejahterasn Sosial Kecamatan (TKSK) setempal
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan

dan tampak depan kondisi rumahnya

3. Permohonan bantuan permaksnan oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan setempat

4. Hasil asesmen oleh Petugas Dinas Soslal

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hasil monev menenlukan kelayakan keberlanjulan sebagai
penerima bantuan.

Digimpan sebagai bahan bukti dukung penerapan
SPM.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK TERLANTAR

TAHUN 2025
Baku Mutu

Uraian Kegiatan , : Wl Out put Keterangan
Desa/Kelurahan mengusulkan calon permahanan, I -
penerima  bantuan  permakanan calon '
{usulan bare | usulan penggent]) penerima baniusn beserts
kopada Dinas Sosial
Kepala Dinas Sosial menugaskan Smentt | Disposisi Proses  melalul
Bidang Rehsos unfuk melakukan aplikasi Srikandi
esesmen kelayakan |
Asesment oleh petugas Bidang 1 hari Laporan  hasil | o T
Rahsos dibantu dengan TKSK kurja sSBEMEN
selempat
Penstapan  penarima  bantuan | Draft SK Penerima BAntuan | 5ment | SK Penerima Bantuan | Proses  melalui
permakanan meElul SK Kapala Dinas Permakanan aplikasi Srikandi
Sosinl
Panyaluran bantusn permakanan ke Dahar nama penerma | 1 harl | BAST, Dokumentasi -
Alamat penerima manfaat bantuan | kerja | penyaluran bantuan
Money  penerima  baniuan Daftar nama penedma | 1 hari | BAST, Dokumentasi | Dilakukan
permakanan oleh Petugas Dinas bantuan kerja | penydlursn bantuan bersamaan
Saosial dibantu TKSK dan Puskesos dengan

penyakiran

Panetapan penerima bartuan Hasil maney Draft SK penerima

parmakanan untuk penyaluran tahap
barikutnys berdasarkan hasil money

t=hap berkutmya




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 05 Februari 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efelktif
Disahkan Oleh
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Nama SOP
(WRSE).

P-032/DINSOS/LINJAMSOSI000.9.3.3/02/2025

(UEP) dan Wnnlh Rawan Sosial Ekonomi

Dasar Hukum

Kriteria Sasaran

. Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin;

Undang-Undang RI MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah No. 33 Tshun 2012 tentang
Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tshun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalul
Pendekatan Wilayah;

Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Pemedu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS),

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

1. Ussha Ekonomi Produktif dan/atau Wanita

Rawan Sosial Ekonomi :

‘a. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Wanita/Pria berusia 18 - 59 tahun, belum
danfatau sudah berkeluarga;

¢. Keluarga Prasejahtera lermasuk dalam
Desil 1-5 danfatau Non Desfl berdasarkan
hasil asesmen;

d. Berpenghasllan namun tidak mencukupi
untuk kebutuhan hidup layak, serta
menjadi pencari nafkah utama bagl
keluarga (tulang punggung keluarga)

g. Memiliki dan/atau tidak memiliki ambrio
usaha; dan

f. Memiliki kemauan, potensi dan
keterampilan dibidang usaha ekonomi

Eal

serta Tata Kerja Dinas Sosial; tartentu.

Pihak-Pihak Yang Terkait Dokumen Pendukung
Kacamatan setempat 1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutal
Desa/Kelurahan setempat Kartanegara;

Pendamping PKH dimasing-masing Kecamatan
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2. Foto calon KPM dan tampak depan kondisi
rumah/tempat usaha;
3. Surat Permohonan Bantuan Usaha;

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Hasil Asesmen menentukan kelayakan calon KPM Non Desil. - Disimpan sebagai bahan bukti dukung
penerapan Pelaksanaan Pekerjaan.

- Berita Acara Tim Verifikasi Data Penerima
Bantuan Usaha.




BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TAHUN 2025
Pelaksana Baku Mutu
No Uralan Keglatan Desa / Staf Pendamping | Kabid | Kepala Keterangan
Kalurahan Li:jlmt ang PKH Linjamsos | Dinas Kelengkapan Waktu Out put
1 |Permohonan ofeh Calen  KPM Perrmohonan, Surat Parmononarn
meangetahul Desa/Kelurahan kepada KTP/KKE, Foto KPM, permohonan disampaikan
Dinas Sosial melalui Pendamping kondisi rumah/tempat sapanjang tahun
PKH. usaha tampak depan
2 | Dieposisl dari Kapsla Dinas Sosial ‘ Akun Srikandi Kepala | 1 hari kerja | Disposisi pada
kepads Kabid Linjamsos untuk Dinas akun Srikandi
menindak fanjutli permohonan sesual
katantuan.
3 | Kabid Linjamsos memerintahkan Staf Data excal Rekap Data Analisa data
Bidang Linjamsos untuk dibuat Rekap = Kebuituban dilakukan
Data Calon KPM. 5 Calon KPM sepanjang tahun
4 | Staf Bikdang Linjamsos bersama v Formuiir Verifikasi 1 = 3 hari | Berita  Acara
Pendamping PKH melakukan Verlfikas! kerja Hasil Varifikasi
terhadap calon KPM.
6 | Melaporkan hasil Verfikasi kepada | Laporan hasil 2 harl Data pilah
Kabid Linjamsos untuk dibuat Surat ! Tidak: s Ya Verifikas| setelah kelayakan
Kepulusan Varifikasi pananima
bartuan
7 | Penetapan Penerima Bantuan Usaha Draft SK Kepala Dinas | 20 menit 5K Kepala
UEP WRSE beserta lampiran Dinas
8 |Penyaluran Bantuan Usaha UEP | o Formulir BAST dan Foto Penyaiuran
WRSE . . Surat Permyataan dokumentasi, | dilakukan
BAST, Sural | Kecamatan dan
Paemyataan Kalurahan/Desa




Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin;

Undang-Undang RI
Pemarintahan Daerah;

Nomor 23 Tehun 2014 tentang

Peraturan Menterd Sosial Momor 8 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Soslal Momer 16 Tehun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasl Sosial;

Peraturan Daersh Kabupaten Kutal Kartanegara Momor 13
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parfindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Paraturan Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara Nomor 4
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Nomor SOP P-025/DINSOS/LINJAMSOS/000.9.3.3/02/2025
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Mama SOP : '
Kepada Lan]ut Usia Terlantar, Penyandang
Disabilitas dan Anak Tariantar)
Dasar Hukum Kriteria Sasaran
' 1. Undang-Undang R! Nomor 11 Tahun 2009 tentang | 1. Lanjut Usia Terantar
Kesajahteraan Sosial; a. Penduduk Kabupaten Kutal Kartanegara

b. Berusia 60 ( Enam Puluh Tahun) ke atas

c. Terdata dalam DTSEN dan Sumber Data
Lainmya

d. Tidak mampu secara ekonomi

Panyandang Disabilitas
a Penduduk Kabupaten Kutal Kartanegara
b. Berusia 0 (nol) sampal dengan B0 (Enam
Puiuh) tahun dan memiliki keterbatasn
fisik, mental, intelekiual atau sensorik
dalam jangka waktu lama sehingga
menghambat kemampuannya dalam
melaksanakan fungsi sosial secara wajar
Terdata dalam DTSEN dan Sumber data
lainnya
d. Tidak bekerfa dan tidak dapatl memenuhi
kebutuhan dasar secara layak

Anak Terlantar

a Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Berusian 0 (nol) sampal dengan 18
{delapan belas) tabun dalam keadaan
yatim piatulyatim/piaty dan atau kondisi

8. Peraturan Bupati Kutai Karlanegara Nomor 56 Tahun 2023 orang tua/wali adalah memiliki
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi keterbatasan pemenuhan  kebutuhan
serta Tala Kerja Dinas Sosial; dasamya

Pihak-Pihak Yang Terkait Dokumen Pendukung

1. Pendamping PKH 1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutal

2. Pamerintah Desa/Kelurahan setempat Kartanegara )

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tentang

4. Bank Penyalur ( Bank Kaltimtara) Penerima Santunan

3I

Nomor Handphone aktif untuk menarima
Virtual Account

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hasil asesmen menentukan kelayakan dan dilakukan ulang saal
penyaluran

Berita Acara Tim Verifikasi
Santunan Kukar ldaman

Data Penerima




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SANTUNAN SOSIAL KUKAR IDAMAN (SANTUNAN KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR, PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK TERLANTAR)

TAHUN 2025
Pelaksana Baku Mutu ]
Uraian Keglatan Stat Kepaia Keteran
Kegl Pondampid | Bidang | Bidang | e Kelengkapan Waktu Out put e
Linjamsos | Linjamsos
Pengelompokan Data DTKS Aplikasi BIKS- Data Lanjut | Data bersifat
sesual kategorl kompanen Ng/DTSEN Usia, dinamis
Penyandang
O Disabilitas  dan
i Anak Terlantar
Verifikasi  Data  Galon . i Data Excel 30 harikerja | Data  Excel
Penarima Santunan —r Kelayakan
Rapat Varifikasl dan Dokumen Barita Acara | 3 hari Kerja | Dokumen Berita
el B i Ba =
Hasil Vierifilasi
Pembuatan SK Penerima Draft SK Kepala Dinas | 3 harl kerja | Surat
Keputesan
Penerma
Santunian
Panyampaian Data Penerima SK Kapala Dinas 1 hari kerja | Surat
Santunan Kepads Bank - {Dokumen SK
Panyalur |
Pembustan Tagihan Dokumen T harl kerja | Dokumen
Santunan secara berkala .~. ,_,. Kelengkapan LPJ Tagihan
Penyaluran
| Panerima
Verffikest  Uang  dan i Data Penerima dan | 30 hari | Laporan Menerima
Transaksi Penyaluran . . akun VA Kalander Realisas| Santunan
Bersama bank Penyalur Penyaluran sebesar
Rp.200.000/bulan
Maonitoring Evaluasi Laporan Hasll Monay | 30 hari | Laporan
kalender Evaluasi
___________________________ Panarima
Bantuan




terpenuhinya pasokan kebutuhan dasar korban bencana:
Apabila stok barang pangan digudang bencana Dinas Sosial
memasukl kadaluarsa 2 s/d 1 bulan, maka barang tersebut
dapat didistribusikan ke tempat yang lain.

Nomor SOP B-168/PKBPTMP/400.8.10/08/2025
Tanggal Pembuatan 13 Agustus 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Efaktif
Disahkan Oleh
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Nama SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan | 1. Memlliki Kemampuan Tekhnis operasional
Bencana; (pasukan);
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tenmtang | 2. Memllikl kompetensl di Bidang Tanggap
Kesejahteraan Soslal; Darurat,
3. Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan | 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Konfiik Sosial
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Sosial Rl No. 1 tahun 2013 tentang Bantuan
Sosial Bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Kutal Kartanegara Nomor 65 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
9. Peraturan Bupatl Kutal Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tim Reaksl Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD | 1. Sarana transportasi dan komunikasi;
2. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten | 2. Logistik : Sandang, pangan, air bersih,
Tahun 2025 penerangan, alat/perkakas rumah tangga,
kompor.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOPini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan | 1. Data jumlah korban bencana
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 2. Jumiah dan jenis Bantuan yang akan
2. Apabila pos Inl tidek dilaksanakan berdampak tidak dialurkan sesuai kebutuhan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

TAHUN 2025
Pelaksana Baku Mutu Keterangan
o i — JFIJP
raian Kegiatan Masy, Kepala Kabid Bidang
. Dinas | PKBPTMP | pkspTmp | 'Celengkapan | Waktu .
Tagana
Informasl dari Masyarakat, Tagana, Surat 30 menit Informasi
Pemerintahan Desa / Kelurahan | -_ ' Pormahonan bencana
Kecamatan tentang kejadian bencana bantuan
alam dan sosial ke Dinas Sosial i
Arshan/Disposisi Kopala Dinas Sosial ' Surat Disposisi | 30 menit Disposisi
kepada Kepala Bidang Penanganan - —
Korban Bencana dan Pengelolan TMP
Melakukan pengkajian secara cepat dan v Arashan  Kepala | 30 menil Data dan
tepal terhadap lokasi kerusakan dan Tidak Bidang Informasi
sumbar daya sorta inventarisasi dan
pendataan korban bencana alam dan
sosial, Ya
Melakukan Koordinasi dengan instansl PIC 15 menit Hasil
e B e
Penyiapan Logistik, Berita Acara dan - Logistik, BAST | 60 menit BAST
Surat Perintah Tugas __’ - SPT
Penyaluran bantuan logistik korban v - Kendaraan MiA SPT Terganiung  Lokasi
bencana atam dan sosial dan penanda ‘ Operasional dan jenis bencana
tanganan berila acara serah lerima - Personil
barang/Pendirian Dapur Umum utk - Dapur Umum
Penanganan Pengungsi L
Mendokumentasikan pelaporan dan - Dokumentasi | 60 Menit Tersedianya
data basa korban bencana alam dan hixjadian dokumentasi
Bencana bencana
Penyampaian laporan kepada kepala - Laporan 30 Menit Tersedianya
| ==




' Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

P-024 /Dresos/ DAYASOS/®6-9.3-3 /52 /1b2§
03 feg pans 208

' Disahkan Oleh
DINAS SOSIAL |
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama S0P

' Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar dan

lzin Operasional Lembaga Kesejahteraan
Sosial /Organisasi Soslal

Dasar Hukum

Kriteria Sasaran

g

. Undang-Undang Rl

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1988 |
Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
Undang-Undang R| Nomor 11
Kesejahteraan Soslal;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabllitasi Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menterl Soslal Nomor 8 Tahun 2018 tentang |

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di deserah Prowvinsi dan
Kabupaten/Kota

Prraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor § Tahun
2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Paraturan Menterl Sosial Republik Indonesia Nomor ; 30 /
Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

Peraturan Menten Sosial Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

10.Persturan Bupat Kutal Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023

tertang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Tahun 2009 tentang |

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

a, Organisasi berkedudukan di Kabupaten
Kutai Kartanegara

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
organisasi masyarakat yang dibentuk
untuk menyelenggarakan kesejahteraan
sosial, mencakup bantuan  bagl
perseorangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat. LKS bisa berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum dan
beroperasi melalul berbagal
seperti rehabilitas| sosial, pemberdayaan
sosial, serta pemenuhan kebutuhan
dasar.

| 2. Organisasi Sosial

a. Berkedudukan di Kabupaten Kutai
Kartanegara
b. Organisasi sosial adalah sekumpulan

orang atau masyarakat terstruktur yang
dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan,
kebutuhan, atau kepentingan untuk
mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai
sendiri, baik berbadan hukum maupun
tidak.

c. Organisasi sosial menjadi sarana bagi
masyarakat untuk teriibat aktif dalam

-

Pihak-Plhak Yang Terkait Dokumen Pendukung
1. Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu | 1. Status Lembaga
pintu kab. Kutai Kartanegara 2. Visi - Misi LKS

3. Legalitas Lembaga

4. Program Layanan Kesejahteraan Sosial
5. Strukiuir Organisasi

Sumber Daya Manusia

7. Sarana dan prasarana

» Manegemen dan
Pertanggung jawaban.
Pencatatan dan Pendataan
Hasil asesmen menentukan kelayakan dan jenis Rekom / Surat | Disimpan sebagal ba
Keterangan yang akan diberikan. penerapan SPM, han  bukti  dukung




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN REKOMENDAS| TANDA DAFTAR /IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL
TAHUN 2025
R - T ._ﬁélialana_ C ee—— Baku Mutu Ketarangan
No Uraian Kegiatan | Peagadministrnsian | hepals ben b Pemyuluh | Penclanh Kelengkapan Waktu Out put
1 Dinas Ty nsees wiskinl Kehijukan | ———
T Menenma Behas Permohonan dar Surat Permohonan Surat Permohonan B
Lembagd heseahierast SosEl - st e
beseria barkas
[ persyaratan ke
Dinas Sosal
7 | Diaposs dan Kepala Diness Soigd _—ﬁ Akun Srikandl  Kepala | 1 harl kerja Disposisi pada
wepads Mated  Dayasos  untuk | | Dinas akun Srikandi
menndsk Bnph pETehonan  SeslE
watenilan
'_?_‘ St Davasot —b_—'-n'-Eh kel sesua Berkas Permohonan dari Aruplisis Analis data
desn0mEs: dan Raisd Lembaga Heseajhtaraan Kerenghkapan dilakukan Gaat
Sosial Permohonan pamohon
menyampalkan
i berkas
4 [ Kabel Dayases memerimabkan Siaf Akun  Srikandl Kepala | 1 hari kerja Dispostsi pada T
SBoang Dayosos wuntuk  melakukan Bidang akun Srikandi
Armds beruat G5 SUMvey LaDaNGaEn
G -.,I E'____hf_e ' l\.11.=|-r;;r_1-rp.fﬂ.:u hasd Formulir asesmen | 1jam/orang | Laporan hasil | memeriksa dan
verfias, survey | apangan Kepada kelangkapan pemohon asesmen, Surval memveriikasi
EEoaiE Er::f'l-':i LEWESDS
kelengkapan  dan
§ | ®abwd Dayasos memermghian Staf Laporan hasll asesmen 1 hari setelah | Laporan hasil Mrﬁ:mﬂm
Bizang Cayose T B —— lenghap,
A BEESTTWEN asesmen surval akan diproses lebih
fanput, termasuk
koreksi draft surst
7] [ Ky _: By M ke mmm
"‘;;a?‘dﬁr comendas: LKS ol | Draft Rekomendasi | 10 menit Surat
Cisreas Kepala Dinas Rokomendasi
B "| Rekomendzs LKS seesa ) Derikan epala Hinas
i Pengusyl arsipkan | .——' m’m w surat mrm; Eu:ﬁbaﬂm ok i
yang sudah pemohon.

ahun srikandi




‘Nomor SOP

I Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanagal Efakiif

Digahkan Olah
DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama SOP

Dasar Hukum

Panarbitan

| Barang (PUB)

P- O /oiNg0s /oA ym565/000. 9 %3 /01 /7
09 danwatr el

e i

4!‘1‘.’ apala D

|..|,_h LITIS v

‘Fl_, .
OFs. Yulfangris
NIP 14680708

dﬂ;

A\
fs.amal.
wl ; "

bl

94031013

Rekamendasi izin
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan

025

Kriteria Sasaran

Undang-undang Nemor 9 tabun 1961 tentang Pengumpulan
Uang dan Barang
Peraturan Pemerintah Nomeor 28 Tahun 1980 tentang

Pelaksanasn Pengumpulan uang atau Barang.

(%]

Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah:

F

Peraturan Menteri Sosial Nomor B Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2027 temang Penyelenggaraan Pengumpulan Usng atau
Barang

-----

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),
a. Organisasl berkedudukan di Kabupaten
Kutai Kartanegara
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
organisasi masyarakat yang dibentuk
untuk menyelenggarakan kesejahteraan
sosial, mencakup bantuan  bagl
persecrangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat. LKS bisa berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum dan
beroperasi melalui berbagai program
seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan
sosial, serta pemenuhan kebutuhan
dasar.
Organisasi Sosial
a. Berkedudukan
Kartanegara
Organisasl sosial adalah sekumpulan
orang atau masyarakat terstrukiur yang
dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan,
kebutuhan, atau kepentingan untuk
mencapal tujuan yang tidak dapat dicapal
sendiri, baik berbadan hukum maupun
tidak.
¢. Organisasi sosial menjadi sarana bagi
masyarakat untuk terlibat aktif dalam
pembangunan Bidang sosial.

g

b.

di Kabupaten Kutal

b.

Pihak-Pihak Yang Terkait

Dokumen Pendukung

Dings penanaman modal dan perizinan terpadu satu
pinu kab. Kutai kartanegara,

Status Lembaga

Visi - Misl LKS /Orsos
Legalitas Lembaga
Program Layanan Kesejahteraan Sosial
Struktulr Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana dan prasarana
Ketersediaan  laporan

-

CENOELN

Dana dan

Pertanggung jawaban kegiatan.
Pencatatan dan Pendataan

—

"Hasll Verifikasi asesmen menentukan kelayakan dan jenis Rekom
| / Surat Keterangan yang akan diberikan,

Disimpan  sebagal bahan bukti dukung |
penerapan SPM.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

| Rekomendasi PU
ke Pemahon.

TAHUN 2025
N ‘ Uraian K | Pelaksana Baku Mutu
| No raian Kegiatan Pengndministrasian | Kepala Kabid | Penyuluh | Peaciash Out Keterangan
| | L mum Hns Davusios sosial Kebijakan Kﬂlﬂl‘lﬂkﬂpﬂn Waktu put
1 | Menarima Surt Permohanan gengan | Surat Permohonan Surat Pemahon
| dilerghapi pErEyaTatan Permohonan m’l
penysienDearaan pengurmpulan  Lang parmohonan
| dan barang beserta berkas
persyaratan ]
- | N —— SRR ] haﬂ
Disposiss dan  Kepala [hnas Sosial | | Akun  Srikandi  Kepala | 1 harl kera Disposisi pada
kepads Kabid Davasos  umuk Dinas akun Srikandi
mienindak @njuti pErmononan  sesua ‘
(RSl T [
— - :
3 | Sial Deyascs menmdak lanuti sesual | Barkas Permohonan dari Analisis Analis dats
dispasisi dan Kabid I Lembaga Kessjahteraan Kalengkapsan ditakutan sant
i menyampaian
N : berkas
4 | Katid Davasss mamermshkan Stef Akun  Srikandl Kepala | 1 har kera Disposisi  pada
Butang. Dayoscs unluk  melskuksn i ahun Srikandi
Anglee Derkas dl werfiRas) | ssesmen _?
Surven Lapangan
| 5 | Stafl Dovasce Memporkan  hasi i Formulir asesmen | 1jam{orang | Laporan hasil | memeriksa dan
Verifikas Surva: Lepangan Ke Kepala | kalengkapan pemaohon Verifikasi memverifikasi
| | Bidarg Dayasos : asesmen, Surval kelepgkapan dan
— S | kabenaran borkas
6 | Kabid Dayasoe memerimtahkan Staf TR e | TSR (RS S [, Laparan hasil asesmen 1 hari setelah | Laporan hasil | berkas  lengkap,
Bidang Dayosos Tt Tidak asssmean asesmen surval akan diproses lebih
Rekomendasi penertitan @n PUE lanjut, termasuk
koraksi draft surat
B rekomaendasi
7 | Penetapan Rekomendasi oken Kepala [raft Rekomendas| | 10 menit Surat
Dinas Kepaia Dinas Rekomendasi|
Kepaia Dinas

E saiesal di berikan

Rekomendas| PUB Kepala
Dinas

sural rekomendasi
yang sudah di
tangani
akun srikandi




Nomor SOP P-034/DINSOS/LINJAMS0S/000.9.3.3/02/2025
Tanggal Pembuatan 05 Februari 2025
Tanggal Revisi .
Tanggal Efektif 05 Februari 2025 |
N
Disahkan Oleh Pit. K l, .F
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN Yu
JAMINAN SOSIAL NIP. 196807081 31013
Nama SOP Penetapan Penerima Santunan dan Veteran
Janda Veteran
Dasar Hukum Kriteria Sasaran

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran
Republik Indonesia

2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2012
tentang Pemberian Santunan Veteran dan Janda Veteran di

Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;

1. Warga Negara Republik Indonesia yang
dalam masa Revolusi Fisik antara 17
Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
telah ikut secara aktif berjuang untuk
mempertahankan Negara Republik
Indonesia didalam kesatuan bersenjata
resmi atau kelaskaran yang diakui oleh
Pemerintah pada masa perjuangan itu

2. Warga Negara Republik Indonesia yang
dalam perjuangan pembebasan Irian Barat
melakukan Trikora sejak 10 Desember
1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut
secara aktif berjuang/bertempur dalam
kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah
Irian Barat

3. Warga Negara Republik Indonesia yang
melakukan tugas Dwikora langsung secara
aktif dalam operasi-operasi/pertempuran
dalam kesatuan-kesatuan bersenjata

4. Warga Negara Republik Indonesia yang
menurut salah satu cara ikut secara aktif
dalam sesualtu peperangan membela
Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara
Republik Indonesia menghadapi negara
lain yang timbul dimasa yang akan datang

5. Warga Negara Republik Indonesia yang
langsung secara aktif dalam pertempuran
kesatuan -  kesatuan  bersenjata
melaksanakan Komando dalam
menghadapi pihak/negara lain

6. Janda / duda dari pejuang yang gugur /
tewas akibat perjuangan bersenjata dan
kemudian disahkan sebagai veteran
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7
tahun 1967

7. Janda/duda yang ditinggalkan oleh para
veteran penerima tunjangan yang telah
meninggal dunia

Dipindai dengan CamScanner




Pihak-Pihak Yang Terkait Dokumen Pendukung

1. Kaminvetcad (Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan) | 1. KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Kutai

Kutai Kartanegara Kartanegara
2. Pemerintah Desa/Kelurahan setempat 2. NRP (Nomor Register Pokok) Veteran
3. Pendamping Veteran Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Hasil Verifikasi oleh Pendamping Veteran
4. LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kutai Kartanegara | 4. SK Bupati Kutai Kartanegara
5. PIVERI (Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia) Kutai

Kartanegara
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Hasil Verifikasi dan Kelengkapan Data Veteran menentukan | Disimpan sebagai bahan bukti dukung Pemberian
pemberian Santunan terhadap Veteran dan Janda Veteran Santunan Veteran dan Janda Veteran

Dipindai dengan CamScanner



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN VETERAN DAN JANDA VETERAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Pelaksana Baku Mutu
Uraian Staf Bank
Kabid Ke
N|  Kegiatan | Pendamping | yominvetcad u:rg Linjameos | Dinae | Bupati | Penyalur | Kelesgkapan | Waktu | Output |'cterangan
1 | Verifikasi Data KTP KK, SK | 30 | hari | Berita Acara
Veteran dan Janda Veteran Kalender | Verifikasi
Veteran Bersama
Kaminvetcad,
Pendamping
Veteran dan . .
Bidang Linjamsos
2 | Berita Acara Hasil Dokurren Berita | 1 hari | Dokumen
Verifikasi Penerima Acara kerja Berita Acara
Santunan Veteran yang di tanda
dan Janda Veteran tangani
3 | Pembuatan  SK Draft SK Bupati| 7 Hari | SK  Bupati
Bupati Kutai tentang Kalender | yang di tanda
Kartanegara Penerina tangani
tentang Penerima Santunan
Santunan Veteran Veterar dan
dan Janda Veteran Janda Yeteran
4 | Pembuatan Dokumen 7 Hari | Dokumen Menerima
Tagihan Santunan Kelengiapan SPJ | Kalender | Tagihan Santunan
Veteran dan Janda Sebesar
Veteran Rp.900.000
Per Bulan
5 | Penyaluran Data Penerima | 7 Hari | Laporan
Santunan secara . - — Santuran Kalender | Realisasi
berkala Penyaluran
6 | Monitoring Laporan hasil | 30 Hari | Laporan
Evaluasi Monev Kalender | Evaluasi
Penerima
Santunan
Veteran dan
Janda
Veteran

Dipindai dengan CamScanner
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1. Petugas

' Nomor SOP P-D05/DINSOS/REHS0S/000.9.3.3/01/2025
| Tanggal Pembuatan 6 Januan 2025
Tanggal Revisi
! Tanggal Efektif
Disahkan Olah
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA |
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PENANGANAN WARGA NEGARA ‘ > 106
MIGRAN KORBAN TINDAK | NIrpe RO/
KEKERASAN  Nama SOP Bantuan '~ Sandang bagi  Penyandang
Disabilitas, Anak Teriantar dan Lanjut Usia
| Terlantar.
Dasar Hukum Kriteria Sasaran
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang | 1. Penduduk Kabupalen Kutai Kartanegara,
Kesajahteraan Sosial; bukan berstatus sebagai Pensiunan
2. Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2 Tidak ada keluarga yang mengurus kebutuhan
Pemerintahan Daerah; hidupnya seharl-han atau ada keluarga yang
3. Peraturan Menteri Sosial Nomot 7 Tahun 2017 tentang mengurus namun dalam keadaan tidak

Standar Habitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Disabilitas;

Peraturan Menterl Sostal Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tehun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Naslonal Rehabililasi Sosial;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara Momar 13
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Periindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabllitas;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial;

mampu
Dalam kondisi Lanjut Usia dengan kriteria
a. Berusia sekurang-kurangnya 60 tahun
b. Tidak mampu mengurus dif sendir atau
mampu mengurus diri sendid dengan
dibanty orang lain
4. Dalam kond|si Penyandang Disabilitas dengan
kriteria
a. Tidak mampu mengurus din sendin atau
mampu mengurus dii sendii dengan
dibaniu orang lain
b. Aktifilas  sehari-harl
bantuan orang fain
5. Dalam kondisi Anak Terlantar dengan kriteria
a. Berusia setinggi Lingginya 18 tahun
b Tidak memiliki orangtua lengkap dan
dalam kondisi miskin

membutuhkan

Pihak-Pihak Yang Terkait

Pusat (Puskesos)
Desa/Kelurahan
Pemerintah Desa/Kelurahan setempat |

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (THSK) setempal

4. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pehanganan Warga Negara | 3.

Migran Korban Tindak Kekerasan

Paringatan

1. KTP atau Kartu Keluarga Kebupaten Kutai
Kartanegara

2. Foto seluruh badan calon penerima bantuan

dan tampak depan kondisi rumahnya

Permohonan  bantuan  sandang

Permerintah Desa/Kelurahan setempat

4. Hasil asesmen oleh Petugas Dinas Sosial

oleh

Pencatatan dan Pendataan

Hasil asesmen menentukan kelayakan menerima bantuan dan | Disimpan sebagai bahan bukti dukung penerapan
jenis bantuan sandang yang akan diberikan

SPM.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BANTUAN SANDANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS, ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR

TAHUN 2025
Pelaksana Baku Mutu
Uraian Kegiatan Desa/ Bidang Kadis | Katerangan
- Kelurshan | "X | Rehsos | Sosial g - TRl ot -
DesaMalurahan mengajukan Surat permohonan,
parmohonan  bantuan  sandang : KTPMK, folo  calon
kepada Dinas Sasial 1 panerima baniuan beserta
A | | foto rumahnya |
Kepala Dinas Sosial menugaskan [ Barkas parmohonan & manit i Disposisi Proses  melahui
Bidang Rehsos unluk melakukan - aplikasi Snkand|
asasman kelayakan ticuk |
Asesmeni oleh pelugas Bidang | Form Asasmean 1 hari , Laporan hasll
Rehsos dibantuy  dengan THSK Ya herja asesman
sstempat
Panetapan pENETma baniuan Diraft SK Penerima BAnhuan | 5 menil SK Penerima Bantuan | Proses  medalui
sandang [ | Parmakanan aplikas| Srikand|
| |
Penyaluran bantuan sandang ke ' Daftar nama penenma | 1 harl | BAST, Dokumentasi
Alamat penarima manfaat ‘ -— i bantuan kera | penyaluran bantuan




2. Peraturan Presiden R.| Nomor 76 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

3. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik.

4. Perbup No. 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah pada Dinas Sosial.

Nomor 50P 10/DINSOS/SET.1/337/12/2022
Tanggal Pembuatan 05 Februari 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 05 Februari 2025 - /
Disahkan Oleh Pit. Kepala Dings Sosial, Qi
DINAS 50SIAL =
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA R o
SEKRETARIAT Drs. Yuliandris Suherdiman
NIP. 196807081994031013
| Nama SOP Penanganan Pengaduan Secara Langsung
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 1. Memiliki Kemampuan Teknis
pelayanan publik Pengaduan

2. Memiliki Kemampuan Memahami
Regulasi Terakit Pengawasan dan
Pengaduan

3. Memiliki Komitmen untuk
Mewujudkan Pelayanan Berkualitas,
Transparan, Akuntabel

4. Petugas Layanan, Kabid, Kadis dan
Instansi Terkait

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Pengaduan secara langsung
2. Standar Pelayanan Publik

ﬁeringatan

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer
Printer
3. Lembar Kerja (Formulir = Formulir

Pengaduan)
4. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataa

o

Tindak lanjut segera dilaksanakan.

Dicatat sebagai data manual dan elektronik. -




SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG

PELAKSANA MUTU
G MASYARAKAT KEPALA BIDANG | SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT
Pengaduan masyarakat rocers langaung | Mater aduan 10 mendt | L~
Buku hegistras! Tercatat di buku
. Pengadusan,
Petugas Loket/Resepsionis mencatat pengaduan. iyt 10 menit mtf::'
| Pengaduan perigaduan
Dokumen Materi Formulir
Manenuskan Pengaduan kepada Ketua Tim s, 10 i o yang
Pengaduan formuls pengaduan tedah o isl.
|
Formulie
Ketua Tim Pengsduan rmendispoiisl dan | A== Dokumen Mater pengaduan yang
meneruskan pengaduan kepada Anggota Tim . [pengaduan, pr— telahy i ki,
Pengaduan yaitu Bidang terkair sesual dengan ' formulr penyaluran Foemulie
mater pengaduan, pENgacuan pEnyaluran
pengaduan
'
Formulir
Formutr Penyelesaan
880 R . penyEirsalan 2 hari kerja |pnn,|ﬂ.|m yang
meningdakian]ull pengadusn |pengaduan telah di isi dan
eokurmen borialt
Pelaporan dan pengarsiaan 10 hari kerja  |Laporan




Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
3. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik.
Perbup No. 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah pada Dinas Sosial.

.

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Pengaduan Secara Online
2. Standar Pelayanan Publik

Nomor SOP 10/DINSOS/SET.1/337/12/2022
Tanggal Pembuatan 05 Februari 2025
Tanggal Revisi - E
Tanggal Efektif 05 Februari 2025 [ /
Disahkan Oleh Pit. Xepala Dings Sosial, 8/
DINAS SOSIAL .
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ""”'"'—di
SEKRETARIAT Drs. Yuliandris S§herdiman
g NIP. 196807081994031013
Nama SOP Penanganan Pengaduan Secara Online
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik 1. Memiliki Kemampuan Mengelola
2. Peraturan Presiden R.| Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Keluhan Masyarakat

2. Memiliki Keterampilan Komunikasi
Secara Efektif Baik Lisan Maupun
Tertulis

3. Memiliki Kemampuan Memahami
Regulasi terkait Pengawasan dan
Pengaduan.

4. Memiliki Kemampuan berkoordinasi
dengan unit kerja lain

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer /Notebook/Handphone
Koneksi Internet
3. Jaringan Internet

o

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Tindak lanjut segera dilaksanakan,

Dicatat sebagai data manual dan elektronik.




S0P PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ONLINE

Palakusna Mitu
Kegiatan Masyarakst | Admin Media
iPat Kiabid Kepals Dines Kelenghapan walkty Ouput
Hindphone, Kormputer,
Adrmin menerima pergaduan Secera Oniing E Media Online_lEringan 5 manit RORAD LIS
AT peagadusn
[Admin memverificas dsn menlndekdansutl Handphone, Komputer, Buiti Ehelnremik
Omline, leringan 10 mugnvit
DELON B bOrmEn L yang teckat pengaduss Wecia Balgsan adrma
Itornet
e sl TEPON IR e dyaTSne Handphone, Kamputar, Buktl Bektroni
Dahwa pengiduan ditérima dan akan segera o Medla Online, laringan 5 menit
Balasan admn
Inbernet
Admin menerysian liporan kepsda Ketza Tim Handphane, Komputer, | Bkt Eeltronkk
Pangadunn/Sed Media Onfine, laringan 10menit  |peryslaran
xxi itk
1mm Tim Perygaduan Mendapoual |
meneruskan pengadusn kepada Anggots Tim Handphene, Kamputer, Buti Eekironik
Pengaduany/Lepala Didang. Media Online, laringnn | I0menil  |peryaleran
- |
lalasan/thndakls
Eepala Bidang/Anggots Tim Pengaduan <>l Handphone, Komputer, ot
manindakisnjutl Pengsduan Media Online, Jaringan | 30 menit .m.' i
e atal slektronk
Anggota Tim Pengadusn [ Kabid memberikan
balasan findaklanjut pengaduan kepada admin Mandphone, Komputer, Palasan/ dukds
Media Onding, Joringar | 10 menit ki . m‘ﬂ
Imtermet
itau plektrond
Ealanan/tindaxdn
Admin rrnnenusican talasantind sidan I l( Hardphone, Ksmputer, ™ o
pengaduan o medis ablide Media Online, laringan | 30 menil g cusr
Int@rnet
ekt ronik
Pelaporan dan Pengarsigan . q Koenputer, AT Iodar/S | nporan Berkals




